BUPATI KETAFANG

PROVINS] HALTMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KETAPANG
NOMOR : 176 [ KOMINFO-B /2018

TERTANG

PENUNJUEAN PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI

Mengingat

DAN DOEUMENTASI
KABUPATEN KETAFANG

BUPATI KETAPANG,

- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan

ayat (2) dan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor
61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang -
Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik, telah ditonjuk Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi, dan Pejabat Pengelola
informasi dan Dolkumentasi Pembantu sesuai dengan
Keputusan Bupati Nomor 704 / Humas [ 2014;

. bahwa sehubungan dengan perubahan nomenklatur,

rnncian  tugas dan fungsi Organisasi Perangkat
Daerah serta penambaban jumlah anggota, maka
RKeputusan Bupati Nomor 704 f Humas [ 2014
tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Pembantu, perhu diubah:

- bahwa berdasarkan pertimbangan stbhagaimana

dimaksud pada huruf a dan huruf b periu ditetapkan
dengan Keputusan Bupati:

- Undang-Undang Momor 27 Tahun 1959 [entang

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Dacrah Tingkat II di
Kalimantan (Lemburan Negara Kepublik Indonesig
Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 352) schagai Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959 Nomor 72, Tembahan Lembaran MNegara
Republikindonesia Nomor 1820);

. Undang - Undang Nomeor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukasn Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61
Tambahan Lembaran Negara Republik ia
Nomor 4846);
Undaqg—ﬂ:ﬂangrtmwzahhunfmlqtm
[ndoncsia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahgy
Lmh“_'ﬂﬂﬂﬁmhpubﬁklndnnﬂhﬂmssg?]
scbagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dﬂﬂﬂﬂﬂuﬂﬂﬂnﬂ-llndangﬂmﬂ'hhunzmﬁ
MWWM&MMLW
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Memperhatikan :

Menetapkan

KEDUA

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanagn Undang — Undang Nomor 14 Tahun
2010  tentang Keterbukaan Informasi Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 99, Tambahan Lembaraen Negara Republik
Indonesia Nomor 5149);

Peraturan Menteri Dalam Negerd Nomor 35 Tahun
2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan
Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah
(Berita Negara Republk Indonesia Tahun 2010
Nomor 245), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun
2017 tentang Pedoman Pengelola Pelayanan
Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam
Negeri dan Pemerintah Daersh (Lembaran Negara Ri

Tahun 2017 Nomor 157);

.6, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tcntang

Organisasi Dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016
Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Ketapang Nomor 59);

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010
tentang Standar Layanan Informasi Publik;

MEMUTUSKAN :

Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
(PPID) dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Pembantu (PPIDF}] Habupatcn Kctapang dan Tim
Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
Pemerintah  Rabupaten Ketapang, dengan susunan
keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran [
dan Lampiran Il yang merupakan bagian vang tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.

: Pejabat Fengelola Layanan [nformasi dan Dokumentasi

sebagaimana  dimaksud pada Diktum KESATU
mempunyal fugas, fungsi, dan wewenang sebagai
berikut :
a. Pembina :
1. Bertugas melalukan pembinaan dan memberikan
arahan dalam hal perencanaan informasi.

2. Fungsi Pembing :

a). pembineen terhadap pengelola  layanan
informasi dan dokumentasi dan seluruh
rangkeian kegiatan pengelolaan informasi dan
dﬂk'-l'illilit:d sesuai dengan mekanisme yang
ditentukan.



b). melakukan pembinaan terhadap pengelolaan
lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten

& - -
c). mengesahkan dan menetapkan jenis - jenis
ey

b. Pengarah : :

1. Bertugas memberikan arahan kepada Pejabat
Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi
Utama dan Pembantu mengenai pelaksansan
kegiatan pemberian layanan informasi publik.

2. Fungsi Pengarah : _

a). melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap
kepiatan pelaksanaan Undang - Undang
Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik.

b}. mengajukan usulan kebijakan dan
publik.

e. Tim Pertimbangan :

1. Bertugas membahas dan memberikan
pertimbangan atas jenis informasi  yang
dikecualikan di  Lingkungan  Pemerintah
Kabupaten Ketapang.

2. Fungsi Tim Pertimbangan :
a). membahas dan memberikan pertimbangan
atas keberatan dan Penyelem senglketa
b). membahas dan memberikan pertimbangan
atas berbagai perscalan yang terkait dengan
pelaksanaan layanan informasi publik di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang.

d. PPID :
1. Tugas :

a). menyusun dan melaksanakan kebijakan
informasi dan dokumentasi;

b). menyusun laporan pelaksanaan kebijakan
informasi dan dokumentasi: =

c). mengkoordinasikan dan mengkonsolidasiken
dekumentasi dari PPID Pembantu;

d}. menyimpan, mendokumentasikan,

e). melakukan verifikasi bahan infn-rmm'.dan
dokumentasi publilk;
f). melakukan uji konsekuensi atas informasi dan
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g). melakikan pemutakhiran informasi dan

h) M mformasi dan dokumentasi

. i o tas
untuk diakses olch masyarakat;

i). melakukan pembinaan, pengawasan, evahasi,
dan monitoring atas pelaksanaan kebjjakan
oleh PPID Pembantu;

jl- melaksanakan rapat koordinasi dan rapat
kﬂiﬂmbﬂfkﬂlﬂdﬂl’l / atau sesuai dengan
kebutuhan;

k). mengesahkan informasi dan dokumentasi yang
layak untuk dipublikasikan;

1. menugaskan PPID Pembanmi dan [ atau
Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan,
mengelola, dan memelhara informasi dan
dokumentasi; dan

m). membentuk Tim fasilitas penanganan sengketa
informasi vang ditetapkan dengan Keputusan

Bupati Ketapang.

2. Wewenang; *
a). menalak mem berikan informasi dan

dokumentasi yang dikecualikan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang — undangan;

bj. meminta dan memperolch informasi dan
dokumentasi dari PPID Pembantu yang
menjadi cakupan kerjanya;

c). mengkoordinasikan pemberian  pelayanan
informasi dan dokumentasi dengan PPID
Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;

d). menentukan atau menetapkan suatu informasi
dan dokumentasi yang dapat diakses oleh
publik; dan

el. mgnugﬂnkan PFID Pembantu dan [/ atau
Pejabat  Fungsional wuntuk  membuat,
mengumpulkan, serta memelihara informasi
dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

:Eiﬂﬂﬂﬂ'biﬂﬂngPHDu:hagaimmadimakuudpmin
Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi :
a. Bidang Pengelolaan Informasi ;

2, Fungsi Bidang Pengelolaan Informasi :
&). Inventarisasi pengklasifikasian informasi dan
b]*;';lﬂ#!lﬂﬂiﬂn konsultasi klasifikesi informasi
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c. Bidang Pelayanan Informasi
l.Bertugas memberikan pelayanan konsultasi
informasi publik.
2.Fungsi Bidang Pelayanan Informasi :
a). Penyediaan informasi dalam rangka pelayanan
informasi publik;
b). Memberikan dan menyampaikan layanan
informasi publik; dan
c). Pelaksanaan konsultasi klasifikasi publik.

d. Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa
1. Bertugas melaksanakan advokasi penyelesaian
sengketa informasi publik.

2. Fungsi Bidang Fasilitas Sengleeta Informasi :
a). Pelaksanaan  koordinazi  dalam
penanganan penyeclesaian sengheta informasi;
dan

b). Pelaksanaan verifikasi, laporan, dan laporan
rekomendasi atas pengaduan atau sengketa
informasi.

EEEMPAT : PPID Pembantu sebagaimana dimaksud pada Dilctum
KESATU mempunysai tugas :
a. PPID Pembantu bertugas :

1. membanta FFID Utama melaksanakan
tanggungawab, tugas dan KEWEnANZANYa;

<. menyampaikan  informasi dan = dokumentasi
kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit &
(enam) bulan sekali atau sesuaikan kebutuhan:

3. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan
dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya;

4. menjamin  ketersediaan dan  akselerasi layanan
informasi dan dokumentasi bagi pemochon
informasi secara ccpat, tepat, berkualitas dengan
mengedepankan  prinsip - prinsip pelayanan
prima,

3. W. mengolah  dan :-llﬂlinmﬁlam
Fahan ta lingkuo | on & 1
Kementrian Dalam Negeri / Wllnskur@n.nw
linglungan Pemerintah Daerah masing - masing
menjadi bahan informasi publil;

6. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan
telknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi
kepada PPID Utama secara berkals dan sesuaj
kebutuhan,
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b. Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
PFID Pembantu khusunya Sekretariat DPRD
hﬁmEHuumki

1. menyampaikan, meminta, mengelola, menyimpan
informasi dan dolumentasi l:f:pal:f.n DPRD sesuai

‘ kepada DPRD untuk menetapkan informasi dan
dokumentasi yang dapat diakses oleh publik.

Tim Pertimbangan Pelayanan  Informasi dan

Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada Diktum

KESATU mempunyai fugas dan fungsi :

a bertugas membahas dan memberikan pertimbangan
atas jenis informasi yang dikecualikan di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang.

b. fungsi Tim Pertimbangan :

1. membahas dan memberikan pertimbangan atas
keberatan dan penyelesaian sengketa informasi.

2. membahas dan memberikan pertimbangan atas
berbagai  persoalan yang  terkait dengan
pelaksanaan layanan informasi publik  di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang.

Untuk menunjang dan membantu tugas dan wewenang
PPID dan PPID Pembantu sebagaimana dimaksud dalam
diktum KESATU, perlu ditetapkan Sekretariat PPID
dengan susunan keanggotaan Bﬂ:ﬂgﬂ.lmﬂﬂﬂ tercantum
dalam Lampiran [II KEeputusan ini.

Scloretariat PPID scbagaimana dimaksud pada Diktum

KEENAM mempunyai tugas :

a. bertugas merencanakan, melaksanakan,
pendokumentasian  informasi, dan pelayanan
informasi dari PPID Pembantu / SKPD.

b, fungsi Sekretariat -

1). pelaksanaan koordinasi penyusunan program
pengeloalaan informasi dan dokumentasi;

2). pelaksanaan koordinesi penyelenggaraan tugas
bidang — bidang; dan

3). pelaksanaan koordinasi dan konsolidesi dalam
rangka pengumpulan informasi dan
dokumentasi,

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat
pelaksanaan tugas dan kewenangan PPID dan PPIDP
Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ketapang,



EESEMBILAN Pada saat Keputusan ini mulai berlal, Kepuhisan Bupati
Nomor 704 | Humas / 2014 tentang Penunjulkan Pejabat
Pengelola [nformasi dan Dokumentasi dan Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu
Kabupaien Ketapang, dicabut dan dinyatekan tidak
berlaku.

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Eetapang,
pada tanggal 26 Februari 2018

BUPATI EETAPANG,

tid

MARTIN RANTAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEEPALA BAGIAN HUEKUM

SETDA KAB. KET. G




LAMPIRAN 1

KEPUTUSAN BUPATI KETAPANG
NOMOR : 176 / KOMINFO -B / 2018
TENTANG

KABUPATEN KETAPANG

BUSUNAN PEJAEAT PPID DAN PPID PEMBANTU PEMERINTAH
KABUPATEN KETAPANG

JABATAN

KEDUDUHAN

Bupati Ketapang

Pembina

Pembina

Wakil Bupati

Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang

Pengarah

Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Ketapang

| Kabupaten Ketapang

| Kepala E:gum H@_& Fmtn-k;

Kepala Bidang Informatika Dinas
Komunikasi dan Informatika

Sekretariat
Ketapang

Daerah Kabupaten

Eidﬂ.ngpengclnhanmnnnsi

Kantor Perpustakaan, Arsip dan
Dokumentasi Kabupaten Ketapang

Sub Bagian Kehumasan Bagian
Humas Protokaol Sekretariat Daerah

Kabupaten Ketapang

Sub Bagian Dokumentasi dan
Hukum Bagian Hukum
Sctda Kabupaten Ketapang

Bi&an.gﬂuhmmmsidlnﬂmip

10.

Kepala Bidang Komunikasi Publik
Kabupaten Ketapang

11.

Kepala Sub Bagian Peliputan,
Dokumentasi dan Risalah Bagan
Humas Setda Kabupaten Ketapang

12.

Bidang Pelayanan Informasi




13.

_—

Kepala Bagian Hukum s
Dacrah Kabupaten Ketapang ™™

14,

Kepala Sub Bagian Ban
dan . tnan Hukum
Kabupaten Ketapang

15.

Kﬂpﬂlﬂﬂi‘h Bagian Kajian Hukum dan
Perun £ — Undangan Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten

Ketapang

Bidang Pengaduan dan
Penyvelesaian Sengheta

16.

- Sekretaris DPRD Kabupaten Ketapang

PPID Pembantu

17,

| Sekretaris Inspektorat Kahupaten
Ketapang

PPID Pembantu

18.

Sekretaris Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Kabupaten Ketapang

PPID Pembantu

19,

20,

21.

| Sekretaris Dinas Keschalan Kabupaten |

PFID Pembanitu

Ketapang
Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Analk dan
Keluarga Berencana Kabupaten

PFID Pembantu

Ketapang

Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan
! Transmigrasi

PPID Pembantu

22,

| Sekretaris Dinas Komunikasi dan
| Informatika Kabupaten ketapang ,

PPID Pembantu

23.

| Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan
Tata Ruang Kabupaten Ketapang

24,

Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil

| dan Menengah, Perdagangan dan
Perindustrian Kabupaten Ketapang

23.

dan Perkebunan Kabupaten Ketapang

PPID Pembantu

PPID Pembantu

Sekretaris Dinas Pertanian, Peter nake.n i

FPID Pembantu

26.

Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan
dan Perikanan Kabupaten Ketapang

27.

Kabupaten Ketapang

FPID Pembanitu

Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga |

FPID Pembantu

28,

Sekretaris Dinas Perhubungan
Kabupaten K._:tapnng

PFID Pembantu

Sekretaris Dings I{epend.udulm.n dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang

30,

Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat,
Kawasan Pemukiman dan Lingkungan
Hidup Kabupaten Ketapang

PPID Pembantu

PPID Pembantu

J1.

Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

PPID Pembantu

32.

Sekretaris Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan Daerah Kabupaten

Ketapang

PPID Pembantu




' mberdg
33. | Masyarakat dan Pﬁmﬁﬁnlahm
Kabupaten Keta Desa PPID Pembantu
34, | Sckretaris Dinas Pariwisgry T
Sekretaris Dj ——8 1
5. 157 § Uinas Satuan Polis| Pum
Praja Kabupaten Ketapang o PPID Pembantu
4 Sekretaris Badan Perencanaan
0. | Pembangunan Daerah Kabupaten PFID Pembantu
Ketapang
Sekretaris Badan Penelitian dan
37. | Pengembangan Daerah Kabupaten PPID Pembantu
| Ketapang _
3, | Sckretaris Badan Pendapatan Dacrah PPID Pembantu
| Kabupaten Ketapang =
Sekretaris Badan Pengelolaan
39. | Keuangan dan Asect Daerah Kabupaten PPID Pembantu
I Ketapang =
- | 2 I
Sekretaris Barlan Kepegawaian dan
40, | Pengembangan Sumber Daya Manusia PFID Fembaniu
Kabupaten Ketapang = ]
Sekretaris Badan Penanggulangan PPID Pembantu
41. | Bencana Daerah Kabupaten Ketapang |
Sekretaris Camat Delta Pawan PPID Pembantu _
=, Kabupaten Ketapang —|
T Selkretaris Camat Benua Kayong PPID Pembantu
43. | Kabupaten Ketapang : —
S : ,
il ScIﬂ'E‘tﬂris Camat Matan Hilir Wtara PPID Pembantu
4 Kabupaten Ketapang _
o Qekretaris Camat Matan Hilir Selatan PPID Pembantu
45. | Kabupaten Ketapang - ; ) 4‘
| Selrctaris Camat Muara Fawan PPID Pembantu
40. | Kabupaten Ketapang
Sekretaris Camat Kendawangan FPID Pembantu i
47. | kabupaten Ketapang N
Sekretaris Camat Sungai Melayu Rayak PPID Pembantu
48. Kabupaten Ketapang il
49 Sekretaris Camat Singkup Kabupaten PPID Pembantu
" | Ketapang 2
' 50 Selretaris Camat Pemahan Kabupaten PPID Pembantu
* | Ketapang
Sekretaris Camat Tumbang Titi o
51, | yehiipaten Ketapang : PPID Pemban
Sekretaris Camat Air Upas Kabupaten PEID Pernbantil
o Ketapang
Sekretaris Camat Sandal Kabupaten
53. Ketapang PPID Pembantu
Sekretaris Camat Marau Kabupaten
5.
Ketapang PPID Pembantu
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T
59. anga Taya
Kabupaten Ketapang PPID Pembantu
Sekretaris Camat Jelai Huly kKah
> | Ketapang S PPID Pembantu
Sekretaris Camat :
ST Sungai Laur
Kabupaten Ketapang PPID Pembantu
Sekretaris Camat Simpang Dua
Sekretaris Camat Hulu Sungai
29. Bl
l{abupaun Ketapang PPID Fembantu
| Sekretaris Camat Manis Mata
3 60. Kabupaten Ketapang PPID Pembantu
Sekretaris Camat Simpang Hulu D Pembantu
6l. Kabupaten Ketapang P
Direkctur Rumah Sakit Umum Daerah Pembantu
o2 dr. Agoesdjam Kabupaten Ketapang JEIt
63 Kepala Bagian Pemerintahan Setda PPID Pembantu
" | Kabupaten Ketapang
Kepala Bagian Umum dan
4. | Perlengkapan Setda Kabupaten PPID Pembantu
| Ketapang .
63 Kepala Bagian Organisasi Setda PPID Pembant
" | Kabupaten Ketapang
Kepala Bagian Tata Usaha Setda bt
O, Kabupaten Ketapang PFID Pe
67. | Pembangunan Setda Kahupaten PPID Pembantu
Retapang
Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
68. | setda Kabupaten Ketapang FPID Pembantu
- Kepala Bagian Pengadaan Barang dan
69. | Jasa Setda Kabupaten Ketapang PPID Pembantu
BUPATI KETAPANG,
ttd
MARTIN RANTAN
Salinan sesuai dengan aslinya
(3l KEFALA BAGIAN HUKUM
SETDA :
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LARRARN I

KEPUTUSAN BUPATI KETAPARNG
NOMOR  : 176 / KOMINFO - B

TENTANG

KABUPATEN KETAPANG

TIM PERTIMEANGAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOEUMENTASI
PEMERINTAH EABUPATEN KETAPANG

NO JABATAN KEDUDUKAN
ER 7 — 3
. | ASISTEN SEKDA BIDANG PEMERINTAHAN KETUA
KABUPATEN KETAPANG
ASISTEN SEKDA BIDANG EKONOMI
2 | PEMBANGUNAN DAN KESRA KABUPATEN WAKIL KETUA
KETAPANG =
ASISTEN SEKDA BIDANG ADMINISTRASI
3 | UMUM KABUPTEN KETAPANG SEKRETARIS
SELURUH PIMPINAN ORGANISASI PERANGKAT
4 | DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH ANGGOTA
KABUPATEN KETAPANG
BUPATI KETAPANG,
ttd
MARTIN RANTAN
KEFPALA BAGIAN HUKUM
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LAMPIRAN INI

KEPUTUSAN BUPATI KETAPANG

NOMOR : 176 / KOMINFO-B

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI SERTA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PEMBANTU PEMERINTAH

KABUPATEN KETAPANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH KABUPATEN EETAPANG

NO KEDUDUKAN PEJABAT

1 2 3

1. | Kepala Sekretariat Kepala Seksi Pengelola Komunikasi
dan Informasi Publik Dinas
Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Ketapang

2. | Wakil Kepala Sekretariat Kepala Seksi Pengamanan Informasi
dan Persandian Dinas Komunikasi dan
Informatika
3. | Anggota PNS : 10 [ Sepuluh ) Orang Staff Diskominfo
Anggota Non PNS : 02 [ Dua ) Orang Staff Diskominfo
BUPATI KETAPANG,
ttd
MARTIN RANTAN
Salinan sesuai dengan aslinya
@ KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA AP
EDI AH, BH,|MH

NIP. 19700617 200003 1 001
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